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Allah”. 
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ABSTRAK 
KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH OTORITAS 

JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN 

Muhammad Rizki Alfayed 
 

 
Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar hukum kewenangan 
Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Dan Bagaimanakah   
kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  ?. Jenis penelitian 
hukum ini adalah “penelitian hukum normatif”. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, 
yaitu menggambarkan.  

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 
Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah  diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 
Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU OJK), Lembar Negara RI No.111 
Tahun 2011, tambahan Lembar Negara RI No. 525.   kewenangan dan Pengawasan terhadap 
Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi 
penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan segala kegiatan jasa keuangan, baik 
lembaga keuangan bank maupun non-bank. OJK memiliki kewenangan dalam sektor 
perbankan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, 
kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Wewenang ini terdiri 
atas:Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan 
untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Pengaturan dan pengawasan tentang 
kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja 
bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Pengaturan 
dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata 
kelola bank, pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 

  
 

Kata Kunci : Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan  
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BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 

(1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, 

dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi 

menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan 

pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan 

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim 

yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan 

tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat 

dengan kegiatan yang nyata. 

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat 

perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan 

ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini 

memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan 

ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan 

perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur 

meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang 

tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan 

usahanya. 

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan 

kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. 
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Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu 

kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk 

melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang 

dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang 

bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu 

dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan 

kebahagian hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan 

masyarakat.1  

Perjanjian utang piutang antara debitur  dan kreditur dituangkan dalam 

perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah 

satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada 

ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian 

pinjam meminjam”.2 Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk 

yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban 

mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban 

mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. 

Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa 

 
1 Mariam Darus Badrulzaman,  2014. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti. Bandung  

hlm. 87 

2 Joni Emirson,  1998, Hukum Perbankan Indonesia, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH 
UNSRI, Palembang, hlm. 109 
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debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada 

waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar 

hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan 

pinjaman. 

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan 

akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut 

berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh 

bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. 

Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian 

kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:3 

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu 
yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, 
misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban 
diantara debitur dan kreditur. 

3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring. 
Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan 

tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan 

jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan 

kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang 

barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah 

ditentukan dalam perjanjian. 

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, 

kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut 

sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai 

jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda 

 
3Gatot Wardoyo,  2016, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 31. 
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jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk 

memenuhi hutang debitur. 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang 

Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan didalam pasal 1 angka 1 juga mendefinisikan 

baik secara berikut. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 

Dari beberapa efisien diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan 

bahwa, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang 

jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum bearti secara yuridis adalah merupakan 

subyek hukum yang berarti dapat mengikat diri dengan pihak ketiga. 

Selanjutnya defenisi bank ini jika dilihat dari fungsinya dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam hal ini bank menerima uang serta 

dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan 

habis. Simpanan dalam rekening Koran/giro atas nama dipenyimpanan giro, 

disini bank melaksanakan operasi secara pasif dengan menghimpun dana dari 

pihak ketiga. 

2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini bearti bank melaksanakan operasi 

perkreditan secara aktif. Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi 

kredit tanpa mempermasalahkan apakah yang digunakan untuk kredit itu berasal 

dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada lainnya 
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Menurut Pasal-pasal di dalam Undang-undang Perbankan, bahwa perbankan 

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demikrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi merupakan asas dasar 

aktifitas kegiatan-kegiatan perekonomian yang mempunyai arti bahwa masyarakat 

harus memegang peran aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan 

ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. 

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan menggunakan prinsip kehatian-

hatian. Prinsip kehatian-hatian merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib 

dilakukan oleh setiap pengelola bank, apabila bank dikelola dengan ketidak hati-hatian 

tidak hanya akan merugikan pemilik bank tetapi juga akan merugikan nasabah yang 

menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan asas 

kepercayaan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat tergantung pada 

kepercayaan masyarakat. Makin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka 

bank bersangkutan akan semakin baik, dalam arti bank tersebut dalam kondisi sehat. 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan 

kemasyarakat (Pasal 3 UU No. 10 tahun 1998). Oleh karena itu setiap lembaga 

perbankan selalu berusaha menaruh dana masyarakat sebanyak mungkin dengan 

memberi imbalan berupa bunga dan ada kalanya memberikan hadiah-hadiah yang 

menarik kepada nasabah. Besar kecilnya suatu bank tergantung kepada banyak atau 

tidak dana nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut, karena sebagian besar 

(lebih kurang 90% adalah dana masyarakat). Dana-dana yang terhimpun kemudian 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha 
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atau untuk biaya bangunan lembaga, dengan demikian bank mengambil keuntungan 

dari selisih bunga yang diberikan. 

Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10 tahun 

1998). Hal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam penjelasaan umum UU No. 10 

tahun 1998 yang menyatakan bahwa “sektor perbankannya memiliki posisi strategis 

sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sector pembayaran merupakan factor yang 

sangat menentukan dalam proses penyelesaikan”. Peran yang strategis tersebut 

terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang 

berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang 

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan 

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat, maka diperlukan otoritas jasa keuangan yang 

memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel . 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini 
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yang berjudul : KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN OLEH 

OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 

2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan? 

2. Bagaimanakah  kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan  ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian 

ini yang bersangkut paut dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang 

jelas tentang : 

1. Dasar hukum kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 

2. Kewenangan Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.   

 

D. Defenisi Konseptual 
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1. Pengawasan dalam kamus Bahasa Indonesia  istilah pengawasan berasal dari istilah 

awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan 

cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan 

kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.4 

2. Kewenangan adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak 

lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. 

3. Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 thun 1998 tentang Perbankan, bahwa 

suatu usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghmpun dana, menyalurkan 

dana dan memberikan jasa bank lainnya. 

4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,  Otoritas Jasa Keuangan 

adalah lembaga uang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK. 

E. Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif analitis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder,  yang ada sangkut pautnya dengan Bentuk Pengawasan terhadap 

Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganlisis data tekstular yang 

selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 
4 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indoanesia, hlm. 274 
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F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, 

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Perbankan, Macam-

macam Perbankan, Fungsi dan Kegiatan Perbankan, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan  Dasar hukum kewenangan 

Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan   kewenangan 

Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .   

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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